BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan peneilitian yang telah dipaparkan oleh penulis tentang Hak
Memperoleh Pendidikan Pada Anak Didik PemasyarakatanDi Lembaga
Pembinaan Khusus Anak Kelas Il Yogyakarta, belum mendapatkan
pendidikan yang sesuai dengan hak, sebagai pembina anak-anak sering
tidak hadir bahkan sampai berbulan-bulan tidak hadir memberikan
kegiatan belajar mengajar pada tidak ada pembina pengganti yang
datang memberi pelajaran pada anak-anak dan juga tempat tinggal
anak-anak yang kelihatan sangat tidak pantas ditempati tidak
diperhatikan. Pelaksanaan Hak Memperoleh Pendidikan Pada Anak
Didik PemasyarakatanDi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Il
Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku
seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, serta
peraturan-peraturan terkait lainnya.

2. Pembinaan anak-anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Il
Yogyakarta didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang sistem Peradilan Pidana Anak yang didalamnya memuat bahwa
pembinaan anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga

Pembinaan Khusus Anak. Pelaksanaan pembinaan anak
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didik di LPKA Kelas Il Yogyakarta didasarkan pada Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang didalamnya
tercantum mengenai pembinaan anak didik. Pelaksanaan pembinaan
anak didik di LPKA Kelas Il Yogyakarta bertujuan membina dan
membimbing anak didik agar menjadi manusia seutuhnya sehingga
dapat kembali ke masayarakat dan tidak mengulangi perbuatan yang

melawan hukum kembali.

B. Saran

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Il Yogyakarta sebaiknya
memberikan atau melengkapi fasilitas Pendidikan anak agar setiap anak
yang melakukan Ujian tertulis, lisan, atau praktek tidak dpaat mengikuti
ujian di luar LPKA Kelas Il Yogyakarta.

2. Pemerintah harus serius dalam memberikan fasilitas pembinaan
kegiatan belajar mengajar dengan lebih baik, Lembaga Pemasyarakatan
Anak Kelas Il Yogyakarta bukan seperti Lembaga Pemasyarakatan
untuk itu LPKA Kelas Il Yogyakarta harus merasakan Hak sebagai
anak sebagaimana mestinya anak tersebut memperoleh hak dengan
baik, misal pengajar yang berkompeten dan sertifikasi.

3. Sebaiknya kurikulum pendidikan yang ada di dalam Lembaga
Pembinaan Khusus Anak Kelas 1l Yogyakarta dapat diperbaharui dan

disesuaikan dengan kurikulum baru yang ada atau mengikuti
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perkembangan pendidikan seperti di sekolah formal yang

menjalankannya.
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